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BUPATI BENGKALIS,

bahwa dalam rangka penanggulangan kemiskinan di Kabupaten
Bengkalis dilaksanakan Program Pemberdayaan Desa yang
menitikberatkan pada aspek pemberdayaan masyarakat sebagai
pendekatan operasional dan wujud nyata dalam merealisasikan
kesejahteraan masyarakat;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a, untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan Program
Pemberdayaan Desa di Kabupaten Bengkalis, maka perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Program
Pemberdayaan Desa Kabupaten Bengkalis;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan
Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi
Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahn 1956
Nomor 25);

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1985 tentang Organisasi
Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985
Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
1546);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4355);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor
12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daearh (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);




Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perlmbangan*
- Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah =
- (Lembaran Negara 'Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,

~ Tambahan Lembaran Negara Republik’ IndoneS|a Nomor 4438);

”-Undang -Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan - Perundang- -undangan (Lembaran Negara Republik = -
‘Indonesia Tahun 2011 ‘Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara B

Republlk Indonesia Nomor 5234); o S

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1986 tentang Pelaksanaan»
Undang-Undang Nomor 18 “Tahun- 1985 tentang Organisasi

] Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republlk Indonesia Tahun 1986

" Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republlk Indonesia Nomorf -

10.

11T

12

3331);

Peraturan Pemerlntah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan '
_fKeuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik
" .Indonesia Tahun 2005 Nomor- 48, Tambahan Lembaran ‘Negara

Republlk Indone3|a Nomor 4502);

Peraturan Pemenntah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan o
Keuangan Daerah (Lembaran Negara : Repubhk IndoneS|a

g Nomor 4578)

Peraturan Pemerlntah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa"i"v
, ;‘_(Lembaran Negara 'Republik . Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, ‘
~Tambahan Lembaran Negara Republlk Indonesia Nomor 4578);

13.

Peraturan Pemerlntah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan‘:

(Lembaran Negara Republlk Indonesia: Tahun 2005 Nomor 160,
SR Tambahan Lembaran Negara Republlk |ndoneS|a Nomor 4579) BT
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman '
~_ Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan -

 Daerah (Lembaran Negara Republlk Indonesia ‘Tahun 2005?;?*3“"‘

. ,‘Nomor 165)
15. S
: ”;Keuangan dan Klnerja Instansi Pemenntah (Lembaran Negara -

Peraturan - Pemerlntah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan -

" “Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25 Tambahan Lembaran S
- Negara Republik IndoneS|a Nomor 4814); : o

- 16.

Peraturan Pemenntah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembaglan

‘Urusan - Pemerlntahan -antara Pemenntah Pemerlntahan Daerah

‘:~“‘Prov1nS| ‘dan. 'Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran“

A7

‘Negara Republlk |ndonesua Tahun 2007 Nomor 82); Sl
Keputusan PreSIden "Nomor 124 Tahun 2001 tentang ‘Komite - .

Penanggulangan Kemiskinan;

‘Peraturan Menteri Dalam Negeri - Nomor 13 Tahun 2006 tentang"(v;‘ S
~Pedoman - -Pengelolaan - Keuangan Daerah, sebagalmana telah

diubah - beberapa kali - terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam

| “Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang- Perubahan Kedua atas

- Peraturan ‘Menteri Dalam Negeri Nomor - 13 Tahun 2006 tentang -
~jPedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ' o

19,

Peraturan’ Daerah Kabupaten Bengkalls Nomor 07 Tahun'- 2008
_tentang Penyelenggaaan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten. -
Bengkalis - (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalls Tahun 2008 -

| - Nomr 07);

20.

Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalls Nomor 03 Tahun 2009

 tentang Pokok—Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran\ -

S Daerah Kabupaten Bengkalls Tahun 2009 Nomor 03)
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B PETUNJUK TEKNIS :
| f‘jPROGRAM PEMBERDAYAAN DESA (PPD)
KABUPATEN BENGKALIS

i BAB | Ny
PENDAHULUAN

LATAR BELAKANG

"?','Fenomena kemlsklnan yang bertolak belakang dengan kekayaan sumberdaya .
- .. alam Riau khususnya Kabupaten Bengkahs ‘mengindikasikan bahwa kemiskinan di
" Riau termasuk Kabupaten: ‘Bengkalis ‘bukan disebabkan oleh kemiskinan alami,

- tetap| lebih disebabkan -oleh kemiskinan' struktural yang ‘multidimensional. Kondisi: T
-~ ini. berakibat pada ketldakmampuan masyarakat Kabupaten Bengkalis dalam
SO ..;memperoleh hak yang paling mendasar dalam bidang sosial, ekonomi, dan politik. -

- Akar permasalahannya adalah kebuakan pembangunan yang belum fokus pada
-“imasyarakat mlskln T D L , L : : S

FPenangguIangan kemlskman dengan memtlkberatkan pada pemberdayaan e

~ masyarakat sebagai - pendekatan operasmnal merupakan wujud komitmen .

. pemerintah dalam’ mereahsaS|kan kesejahteraan - bagi - masyarakat.- Program =
‘Pemberdayaan Desa (PPD) merupakan ‘perwujudan .nyata dari upaya

o menanggulang| kemlskman dl PrownSI Rlau termasuk di Kabupaten Bengkahs

5 },Seluruh proses keglatan dalam PPD pada hakekatnya mem|l|k| tnga dmens: yaltu

a Memberdayakan masyarakat untuk - menentukan sendm kebutuhannya'

merencanakan kegiatan- pembangunan melaksanakannya secara terbuka“ :
‘(transparan) dan penuh tanggung jawab. ‘

' b. Memberikan dukungan bagi terciptanya hngkungan yang kondusnf untukf'

- c Menyediakan :Dana ‘Usaha Desa/Kelurahan untuk plnjaman yang murah dan’-

120

mewujudkan peran masyarakat dalam pembangunan khususnya dalam upaya
‘peningkatan kesejahteraan mereka sendiri. -

: 'Amudah guna pengembangan ekonomu masyarakat desa/kelurahan

: TUJUAN KHUSUS PPD

"TUJuan dllaksanakannya Program Pemberdayaan Desa Kabupaten Bengkalls'
-~ secara khusus adalah untuk LT , . B

Ca Mendorong berkembangnya perekonomlan masyarakat desalkelurahan

N f Menlngkatkan keblasaan gotong royong dan gemar menabung secara tertnb

a

- - 'b. Meningkatkan dorongan- berusaha bagl anggota masyarakat desalkelurahan

. yang: berpenghasnlan rendah.

c ‘Meningkatkan pengembangan uéaha dan penyerapan tenaga kena bagx Uy

masyarakat desa/kelurahan.
. Mengurangi ketergantungan masyarakat dan rentenlr

_e. Meningkatkan peranan masyarakat dalam pengelblaan Dana Usaha;_.v‘,,_

- Desa/Kelurahan.

LAMPIRAN " i,':‘—‘f»PERATURAN‘BUPATl BENGKALIS
- _TANGGAL : 30 DEEM BER. 21




S a.‘ Kegratan reguler perencanaan pembangunan

g Menlngkatkan peran perempuan dalam perencanaan dan pelaksanaan kegratan

desalkelurahan. - - B

h ‘Memenuhi kebutuhan sarana/prasarana yang%*drbutuhkan oleh masyarakat" f:;:f*

desa/kelurahan

1 3 SASARAN

Sasaran yang kan drcapar dan kegratan |n| adala »_

a. Berkembangnyaf;} rklrm yang kondusn‘ 'bagr : 'pertumbuhan ekonomi
- perdesaan/kelurahan yang sehat dan berdaya saing trnggr
b. Terpenuhinya kebutuhan: dasar sarana dan prasarana penunjang ekonomr

- pendidikan- dan “infra - struktur desal/kelurahan melalui pembangunan yang -
* tumbuh dari bawah (Bottom Up) yang dumplementasrkan oleh seluruh Dinas A

* Instansi Sektoral baik provinsi maupun kabupaten/kota.

- c. Melembagakan -sistem ‘perencanaan partisipatif di Irngkungah Pemenntahanir:r-:r:

' Provrnsr dan KabupatenIKota melalur peran aktrf Drnas dan Sektoral

1 4 JENIS KEGIATAN PPD

,mehputl

,desalkelurahan melalui o

. Sektoral. ,
~b. Kegiatan. bldang ekonoml mlkro melalur Dana Usaha Desa/Kelurahan yang* e
o drkelola oleh Usaha Ekonomr DesalKeIurahan - Srmpan Prnjam (UED/K- =

Untuk menjamln pemahaman mekamsme dan tu;uan program maka sosralrsasr
“program - waijib dilaksanakan - oleh Penanggungjawab Pelaksana Program dlg

» kabupaten Bengkalrs S

' Untuk memperkuat srstem pengendalran program maka dalam waktu 3 (tiga) bulanl :
- sekali, harus dilakukan rapat koordinasi yang melibatkan semua dinasf/instansi = - -
- terkait. - Sedangkan ‘untuk melihat progres perkembangan dan masalah terakhir -

: ~ perlu dilakukan . rapat koordinasi setiap bulannya bark dr tmgkat desalkelurahan_'
. maupun dr tlngkat kabupaten serta trngkat provmsr e

A 5 KR!TERIA DAN PERSYARATAN PELAKU PPD

_A. Pemegang Otorrtas S

' Pemegang Otoritas terdiri dan Kepala Desa/Lurah Ketua LPM/LPMK tokohlwakrl'[ : iij : -,',f‘

Perempuan yang drprlrh melalur Musyawarah DesaIKelurahan
B. Pengawas Umum | - ‘

o Untuk Desa pengawas umum Iangsung duabat oleh Ketua BPD e
. ,Untuk ‘Kelurahan dipilih -1~ orang melalur Musyawarah Kelurahan denganj] :
g persyaratan ‘sebagai berikut :. ~ S : o
- - Pendidikan minimal SLTA/Sederajat
e Umur maksimal 50 tahun. -~ e »
- Penduduk kelurahan yang menetap mi mal 3 tahun dan mempunyar buktr; :
kependudukan (KTP) kelurahan setempat . ‘

:Dalam mplementasrnya jenrs keglatan pada Program Pemberdayaan Desa":if’




T C‘ Kader Pembangunan Masyarakat

L rKader Pembangunan Masyarakat Desa dengan persyaratan sebaga| benkut
pendldlkan minimal SLTP. : , R :
- Umur KPM maksimal 45 tahun , : i ' TR
- Penduduk desa/kelurahan yang menetap mlnlmal 3 tahun dan mempunyal
bukts kependudukan (KTP) desalkelurahan setempat " i

D 'Pengelola UEDIK-SP

- Pengelola UED/K-SP dengan persyaratan sebaga| benkut
= Memiliki pendidikan minimal SLTA/sederajat
' Umur maksimal 45 tahun. -

bukti kependudukan (KTP) desa/kelurahan setempat

- Penduduk desalkelurahan ya‘ng menetap mlmmal 3 tahun dan mempunyal S




BABII e

oL f_,JENIS KEGIATAN DAN PRINSIP PENGELOLAAN
" KEGIATAN PPD

21 JENIS KEGIATAN ppD b

| 'Jems keg:atanr PPD"' pada dasarnya mellputr seluruh;;bldang kegnatan yang[m'i
- mendukung upaya ‘Pemerintah - Kabupaten - Bengkalis untuk menanggulangl»
. masalah Kemlsklnan Kebodohan dan Ketertlnggalan lnfrastruktur (K2I) -

‘Keglatan : perencanaan ‘ pembangunan desalkelurahan melalu1 Program'
Pemberdayaan Desa (PPD) ‘bidang . sektoral adalah - keglatan perencanaan’ = - .
pembangunan yang berdasarkan sistem par’usupatn‘ berdasarkan kebutuhan aktual =~ =
. desa/kelurahan sesual dengan potensn dan ketersedlaan “sumber daya
desalkelurahan i . e Lo

Perencanaan pembangunan desa/kelurahan melalun bldang sektoral akan,i}f:
- dituangkan - dalam' bentuk Rencana Jangka Menengah (RJM) dan Rencana‘
,-Pembangunan Tahunan DesalKeIurahan (RPTD/K)'!V:.} R A SRRt

A RENCANA JANGKA MENENGAH (RJM)

Rencanai angka Menengah merupakan daftar pnontas pembangunan e
desa/kelurahan selama 5 (lima) tahun dlbldang peningkatan ekonomi makro, = =
pendidikan dan pemenuhan infra struktur yang dihasilkan dari penggalian =~ -
potensi dan gagasan dengan snstem part|S|pat|f menggunakan metode PRA,L
l (Partlslpatory Rural Appralsal) e s v

o Rencana Jangka Menengah desalkelurahan mmlmal memuat Kond|SI umum -

desa/keluahan ‘(potensi dan masalah), visi dan mISl tujuan pembangunan, - .- -
-~ sasaran - ,:;pembangunan -desalkelurahan ' dan prioritas pembangunang; G
‘ jdesa/kelur han untuk masa waktu 5 (hma) tahun yang akan datang : :

7;‘jf‘|l‘"m‘| B RENCANA PEMBANGUNAN TAHUNAN DESAIKEL( RPTDIK)

"Rencana Pembangunan Tahunan Desa/Kelurahan (RPTD/K) merupakan;
* penjabaran dari'Rencana Jangka Menengah (RJM), yang disusun berdasarkan -
- skala pnontas dan berkesinambungan-untuk satu tahun anggaran. Penyusunan -~ -
skala prioritas' RIM dan RPTD/K dilakukan- dengan metode partisipatif, dimulai =~ :

- dari tahap. identifikasi potensi dan kebutuhan di- tlngkat kelompok, RT, dusun =~ -
‘dan desa/kelurahan, dengan melibatkan segenap unsur masyarakat serta A
keterwakllan kepentmgan kelompok perempuan . ¥ ; :

| Untuk keglatan pembangunan mfrastruktur dan bldang ekonoml makro akan'i RS
~dilaksanakan oleh Dinas Instans: sesual dengan mekanlsme Perencanaan;",
Pembangunan Nasmnal 3 , i Sl




2.2 PRINSIP PENGELOLAAN KEGIATAN PPD

A PRINSIP DASAR

APengeIoIaan Dana Usaha DesaIKelurahan harus memperhatlkan prinsip- pnnsnp' Toen
_dasar - PPD yaitu harus transparan memihak - kepada masyarakat miskin, .
, ,desentrahsasddapat dikerjakan oleh masyarakat, Akuntabhtas ‘kompetisi sehat, -~
-~ termasuk dalam_hal usulan pemlllhan pengelola snstem pengelolaan serta”, IR
',penyaluran dana. - bt e L
- Segala sesuatu yang’ berkaltan dengan pelaksanaan Dana Usaha:_"v'»
, ~”»DesalKe|urahan harus dapat - diketahui oleh . seluruh masyarakat setempat
‘dengan mudah dan terbuka, dlsebarluaskan melalui ‘papan mformasx S
selebaran pertemuan pertemuan atau melalm medla Iamnya L AT

n B‘"V.,:SWADAYA

: Masyarakat membenkan swadaya untuk se’nap keglatan yang dlusulkan .
-+ sebagai salah satu lndlkaSl adanya kesungguhan dan kebutuhan akan keglatan;j; T
v tersebut ‘ . ‘ et

B 1 : N C PELESTARIAN KEGIATAN
. ‘qDana Usaha Desa/Kelurahan merupakan tanggung jawab masyarakat melalurf:’;'{", e
pengurus yang telah . ‘terbentuk. Sedangkan kegiatan ekonomi yang telah =~ - -

.: "",terc:lpta dan mempunyai pangsa pasar ‘perlu -terus dlkembangkan denganf*
. bantuan pemblnaan manajemen dan mstansn terkalt Ay




3 1. TAHAP PERSIAPAN PROGRAM S :

3 2 MUSYAWARAH DESAIKELURAHAN (MDIK) 1 :

. 'ALUB" KEGIATANPPD

L Pada tahap persnapan Program Pemberdayaan Desa dllakukan sosialisasi program C

kepada segenap dinas dan instansi kabupaten untuk- menetapkan jumlah dana -

_yang disalurkan dan lokasi keglatan di masing- masing desa/kelurahan. Pada tahap

persrapan tersebut juga dilakukan seleksi dan pelatihan bagi Fasilitator Program -

- meliputi’ Pendampmg Desa/Kelurahan Koordmator Kecamatan dan Koordlnator :
,Kabupaten ‘ S S

Pada tahap persrapan tersebut kabupaten melaksanakan rdentrf kasr pembentukan : :
-serta pengesahan Pengelola UED/K-SP di setiap Desa/Kelurahan berdasarkan}[y;

hasrl MDIK I yang dlfasmtasr oleh Pendamplng Desa/Kelurahan

: ‘Setelah selesar melaksanakan pelatlhan pratugas’ Pendamplng Desa/KeIurahan =
~akan ditempatkan di- ‘desa/kelurahan lokasi- keglatan dan melaksanakan kegratan ' Ry

Musyawarah Desa/Kelurahan 1 dengan agenda

b SOSlahsaSl P rogram kepada segenap Iaplsan masyarakat desa/kelurahan.

~ b. Memilih dan menetapkan dua orang Kader Pembangunan Masyarakat, salah - g
- satunya adalah perempuan. untuk desa drtetapkan melalui keputusan Kepala L

Desa, Kelurahan ditetapkan oleh Camat atas nama Bupati..

' c."Memlhh dan ‘menetapkan satu wakil tokoh masyarakat (harus perempuan)“(’»“‘f

sebagai anggota Otoritas Rekening Desa/Kelurahan.

S d. Menetapkan Ketua BPD sebagar Pengawas Umum yang dltetapkan dengan

Keputusan Kepala Desa

- e Memilih satu orang F’enanggungjawab Pengawas Umum UEK-SP secara =

~ musyawarah pada kelurahan dan dltetapkan melalur Surat Keputusan Camat
~atas nama Bupati.

~f.- Memilih dan menetapkan Pengelola UEK—SP yang dlfaSllltaSI oleh Pendampmg

-,‘DesalKelurahan 'Pengelola terpilih minimal satu orang dari perempuan bagi

' »}UEK—SP yang baru, Pengelola UEK-SP yang sudah’ terbentuk selanjutnya' ) &

ditetapkan dengan Keputusan Camat atas nama Bupatr

o g. Memilih dan menetapkan Pengelola UED-SP yang dlfasrlrta3| oleh Pendampmg.‘_ |
DesalKelurahan ‘Pengelola terpilih minimal satu orang “dari perempuan bagi R
- UED-SP yang baru, Pengelola UED-SP yang sudah terbentuk selanjutnya

- ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa. .

- h. Desa/Kelurahan yang telah terbentuk Iembaga UED/K-SP sebelum Program- A

Pemberdayaan Desa (PPD), pengelolanya harus dilakukan pemilihan ulang
_berdasarkan musyawarah dan pengelola UED/K-SP dapat mencalonkan
- kembali. : , :

S Menentukan lokasr penempatan papan mformasu o :
j-Menetapkan nama: “lembaga  UED/K-SP* untuk desa drtetapkan melalur

keputusan Kepala Desa, Kelurahan dltetapkan oleh Camat atas nama Bupati.”

k. Sosialisasi tentang prosedur pembukaan Rekemng DesalKelurahan Pada ol

- yang ditunjuk.
l.:- Mensosialisasikan tentang penggunaan jasa plnjaman

ooom. Menetapkan Jadwal pelaksanaan keglatan dl desa/kelurahan (RKTL)




 Otoritas DUD untuk Tokohwakil perempuan memlhkl masa tugas 3 tahun dan‘» e

dapat dlplllh kembah berdasarkan musyawarah untuk masa tugas berikutnya,

Kader Pembangunan Masyarakat (KPM) Pengawas Pengelola UED/K-SP dengan e
: masa tugas selama 3 tahun dan dapat dipilih. kembali berdasarkan musyawarah, -

. apabila pelaku tersebut diatas terjadi post majuer (menmggal dunia, mengundurkanf, o
diri, tersangkut kasus - hukum) segera dllakukan musyawarah untuk menglsL S

'kekosongan pelaku PPD.

g Persuapan Musyawarah DesaIKelurahan (MDIK) I

_a.' Undangan Musyawarah Desa/KeIurahan l dllakukan oleh Kepala DesaILurah g
- dan telah d|sampa|kan palmg lambat 3 hari sebelum pelaksanaan musyawarah R 1
Undangan ‘musyawarah - dlsampalkan ‘melalui ‘berbagai - media (tertulls S

pertemuan kelompok; RT, RW, Dusun, papan informasi, canang, beduk dlf). -

b. Pendamping Desa/Kelurahan dan perangkat ‘desa/kelurahan memastlkan . .
undangan musyawarah desalkelurahan ?‘- telah dlketahm dan dltenma S

‘masyarakat.

c Pendamping DesélKeIurahan ' mempersmpkan medla sosmhsas: dan' G
-~ perlengkapan yang dlperlukan untuk memfasﬂltasn jalannya forum Musyawarah e

Desa/Kelurahan |.

| " d. Peserta’ musyawarah adalah seluruh masyarakat desalkelurahan Mmlmal

~ dihadiri oleh 50 orang, . _minimal 10% dari:jumlah ‘peserta haruslah terdiri dan v
kaum perempuan dan minimal 10% lagi haruslah mewakili orang miskin.

“e. Pendamping Desa/KeIurahan melakukan identifi kasi calon Pengelola UED/K-SP I
. .dan KPM (Kader Pembangunan Masyarakat) mulal dan tlngkat RT RW dan .

dusun. -

' ~f. Calon Pengelola UED/K—SP dan KPM yang dlajukan d| MD/K 1 masmg-masmg ST
: minimal 6 orang. Pada saat MDIK I masyarakat dapat mengajukan calon Iam_i

- yang dlanggap layak o

IDENTIFIKASI POTENSI DAN PENGGALIAN GAGASAN

Tahapan keglatan setelah pelaksanaan MD/K I, Pendampmg Desa/KeIurahan-'_

melakukan pelatihan-bagi Kader Pembangunan Masyarakat secara On the Job
Training,- dllanjutkan dengan pelaksanaan identifikasi potensi desa/kelurahan serta
penggalian gagasan . yang dllakukan pertemuan/musyawarah pada tmgkat‘ o

7 Dusun/RW/RT/KeIompok.? S

Tu;uan dllakukan pengg‘allan gagasan ini adalah membantu masyarakat desa
dalam menyusun Visi dan Misi. Visi desa adalah’ tujuan ideal yang ingin dicapai

oleh sebuah desa mlsalnya : menjadikan desa sebagai tujuan wisata bahari

B pada tahun 2015 yang didukung dengan potensi sumber daya alam dan
- sumber daya manusia. Media yang dlgunakan untuk ‘menyusun visi desa ini

fah -adalah dengan membuat peta desa yang berisi potensi dan masalah yang ada

- dalam ‘desa, baik ~ekonomi, sosial, ~infrastruktur, kesehatan, ~ pendidikan,

B !Masyarakat melakukan keglatan

kelembagaan dan lain lain. Sementara potens: memuat ‘atau berisi semua potensi

yang ada didesa seperti sawah, irigasi dIl. Misi- adalah Iangkah strategls yang‘

- dilakukan untuk mencapa| visi yang telah dibuat. -

Pada tahap ini - Pendamping Desa/KeIurahan dlbantu Kader Pembangunanvv




a.‘- Inventansasn poten5| wnlayah dan masyarakat desalkelurahan dengan :
melakukan ‘Trans Seck Walk’ mellputl setiap RT/RW/Dusun.

pemetaan sosial dan potensi desa/kelurahan. - = - ,
- ¢. Menetapkan usulan berdasarkan ranking skala prioritas keglatan pembangunan

berdasarkan ranking. skala prioritas kegiatan ekonomi bagi anggota UED/K-SP.

. . UED/K-SP.yang akan diajukan pada MD/K I sebagai usulan RT/RW/Dusun.
- e. Penulisan dokumen usulan RT/RW/Dusun untuk kegiatan - kegiatan UED/K-SP

UED/K-SP dldukung oleh Fasilitator PPD Kabupaten menyusun draft Anggaran

dan di tetapkan dalam forum MD/K 1. Draft tersebut merupakan kerangka awal

E __Desa/Kelurahan harus memastikan bahwa AD/ART yang dibuat sesuai dengan
karaktenstlk desalkelurahan dengan membuat AD/ART bersama masyarakat

3 4, PEMBUKAAN REKENING DANA USAHA DESAIKEL DAN REKENING UEDIK- .

‘ Pemegang Otontas Rekemng DesalKelurahan yang terdm darl Kepala Desa/Lurah -

b. Melaksanakan musyawarah ditingkat kelompok/RT/RWlDusun guna melakukan o

sarana/prasarana- yang akan diajukan pada MD/K II.- Menetapkan usulan .

: d Menyepakatl dan- menetapkan sanksi-sanksi - bagi anggota dan kelompok : :

~ f.."Pendamping. Desa/Kelurahan Kader Pembangunan ‘Masyarakat, Pengelola = -
o Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) UED/K-SP, untuk disampaikan - i

- dalam _perumusan AD/ART ‘yang dibuat desa/kelurahan. Pendamplng, g

Ketua LPM/LKMD/K; 1-Orang Wakil Masyarakat Perempuan yang dipilih pada
~ forum Musyawarah DesalKeIurahan 1, secara bersama-sama membuka Rekening i

. 'pada bank yang telah ‘ditetapkan’ berdasarkan SK‘ Bupati - -dengan - Nama
o _REKENING DANA USAHA DESAIKELURAHAN (Nama DesaIKeIurahan) ‘

o pemanfaat “sebelum dlsetorkan “kembali pada Rekenmg ‘Dana  Usaha

- SP yang bersangkutan serta desalkelurahan), dengan spesimen tanda tangan
- Ketua dan Kasir, pada bank yang sama dengan Rekening Dana Usaha Desa. =
Selain itu Pengelola UED/K-SP  juga membuka Rekening tersendiri dengan

. Pengelola UEDIK-SP membuka rekemng untuk menampung dana yang dlsalurkan sl
~dari Rekemng Dana Usaha Desa/Kelurahan dan pengembahan dana pinjaman oleh -

~ Desa/Kelurahan dengan nama REKENING UED/K-SP (disebutkan nama UED/K- s

‘ spemment yang sama untuk menampung dan menyalurkan dana yang berasal dari ©

g BRI S kegiatan -simpan pinjam" anggota UED/K-SP dengan nama REKENING DANA -
25 i ~SIMPAN PINJAM UEDIK SP (dlsebutkan nama UED/K—SP vang bersanqkutan
oo . serta desalkelurahan) : . o :

- 3.5. VERIFlKASI USULAN KEGIATAN DANA USAHA DESAIKELURAHAN
A. Ruang ngkup Verlf' ka5|

a. \.Verlf kasn mehputl pemenksaan admlmstrasn dan kelengkapan proposal serta .
: pemerlksaan lapangan. ey o
_b. Pelaksanaan tugas. Venf kasi dlfasmtasv oleh KPM

- verifikasi. - i
~d. *Koordmator Kabupaten memastlkan pelaksanaan venﬂkas: usulan keglatan ;
._._sesual dengan mekanlsme PPD ” e S

. e Pendampmg Desa memfas:htas: secara aktlf dalam setlép tahapan prosesf S



’ﬁa.‘ : Ca|on pemanfaat mengajukan proposal rencana usaha pemanfaat (RUP) _
- b. Pemeriksaan kelengkapan dokumen admlmstrasu rencana usulan pemanfaat }.
- (RUP) oleh staf analis’ kredlt Tk

c. Kalau ada hal-hal yang dirasakan belum Iengkap, maka staf analis kredlt S
“memberikan - kesempatan kepada calon pemlnjam untuk memperbalkl,i g

proposalnya : o

.- Perbaikan RUP oleh pemanfaat Shatian o e

.. Pemeriksaan kembah terhadap RUP yang telah dlperba|k| .
Survey lapangan - = T

- Pemberian hasil venf kasi oleh staf analls kredlt kepada otontas pengawas o

~.KPM, .pengeloladan PD/K. =~~~ SO

S @mea

- dan PD/K . S .
i Pemberlan umpan balik kepada calon pemanfaat S
: .Selanjutnya dlbawa ke MDIK ] atau MD/K Pergullran

s s
iy lais

C Tahapan Verlf kaSI

: "a;‘ Pemenksaan kelengkapan dokumen admlnlstraSI usulan mehputl
- e Kartu Tanda Penduduk :
e KartuKeluarga -
. e Proposal Usulan Pemmjam S ' ~
e Fotocopl ‘Agunan (kecuali kelompok masyarakat mlskln) o
e Surat pernyataan tanggung renteng untuk masyarakat miskin’ dengan
usaha berkelompok :

©Surat pemyataan tanggung renteng untuk masyarakat yang usaha:'f}:u: o

: berkelompok 5
. e Surat" rekomenda3| dan Kepala Badan Pemberdayaan dan Pemermtahan}f o
Desa :(BPM-PD) kabupaten (bagl pemmjam kepala desa/lurah aparatl, ‘

. desalkelurahan). . : R )
e Persyaratan lam sesual dengan kesepakatan desa/kelurahan i

- b. ?Survey Iapangan untuk menllal
- -e Tempat usaha o “ ey - : : e
e Kesesuaian usaha yang dllakukan dengan yang dlusulkan dalam proposal _
e Kesesuanan _penggunaan dana dengan kebutuhan usaha SHe
e Kebenaran dan nilai agunan yang diajukan =~ ey
e Kapasntas usaha dan kemampuan mengembahkan plnjaman
. Karakter calon pemanfaat ‘ e , ~

' ’-*c.‘j;RekomendaSI dltentukan dengan skala prlontas i
- e Diberikan untuk masyarakat miskin yang memenuhn syarat
-~ . e Masyarakat lainnya yang layak diberikan pinjaman sesuai dengan Poten5| >

- usaha, Nilai Pinjaman, Potensi Penyerapan tenaga kerja, Lokasi Usaha o
Karakter calon pemanfaat dan Utang dengan plhak luar. e

3 6 MUSYAWARAH DESAIKELURAHAN DUA (MDIK Il)

Segera setelah selesal pelaksanaan Venf kaS| Usulan Keglatan Ke'pa'la"i

-Desallurah dibantu oleh- Pendamplng Desa/Kelurahan dan Kader Pembangunan -

~Masyarakat, menetapkan jadwal pelaksanaan Musyawarah DesalKelurahan kedua "
(MDIK II) dengan agenda L : e , : Lo

.- Rapat: khusus rekomendasz akhlr aleh otontas pengawas KPM pengelola‘.f;*:_‘fﬁ_l; fi':;,



